
 
 
 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR  12  TAHUN 2012 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2011 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4972); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5165); 

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan 

Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau;  
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 

32. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22 Tahun  2011 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

33. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011 

tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

34. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) 

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E); 

35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104); 

36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D); 

37. Peraturan  Daerah  Nomor 9 Tahun  2006  tentang Sumber-

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D); 

38. Peraturan  Daerah  Nomor 15 Tahun  2006  tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A); 

39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D); 

40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E); 

41. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E); 

42. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 
13/A); 
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43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 
Nomor 2/A); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI  JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal  1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan 
Keuangan meliputi : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp.1.212.775.368.903,05 

b. Belanja        Rp.1.143.438.346.873,62            

 Surplus/Defisit Rp.     69.337.022.029,43  

c.  Pembiayaan: 

- Penerimaan  Rp.     94.993.051.784,39  

- Pengeluaran  Rp.       3.499.149.360,53  

- Pembiayaan Netto   Rp.     91.493.902.423,86  

           - Silpa                      Rp.   160.830.924.453,29  

Pasal  3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah    
Rp.37.528.556.551,05  dengan rincian sebagai berikut :  

a. anggaran pendapatan setelah  

    perubahan  Rp.1.175.246.812.352,00 

b. realisasi Rp.1.212.775.368.903,05   

selisih lebih/(kurang) Rp.     37.528.556.551,05  
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah        
Rp.(125. 560.596.145,77) dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran belanja setelah  

    perubahan   Rp.1.268.998.943.019,39  

b. realisasi Rp.1.143.438.346.873,62  

selisih lebih/(kurang)           Rp.  (125.560.596.145,77) 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.163.089.152.696,82 dengan rincian sebagai berikut : 

a. defisit setelah perubahan             Rp.   (93.752.130.667,39) 

b. realisasi (surplus/defisit)              Rp.     69.337.022.029,43    

selisih lebih/(kurang) Rp.163.089.152.696,82 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  
sejumlah Rp.(2.259.078.883,00) dengan rincian sebagai 

berikut : 

 a. anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan                        Rp.    97.252.130.667,39 

b. realisasi                                        Rp.    94.993.051.784,39 

selisih lebih/(kurang)                    Rp.    (2.259.078.883,00) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
adalah Rp.(850.639,47) dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan                      Rp.       3.500.000.000,00 

b. realisasi                       Rp.       3.499.149.360,53 

selisih lebih/(kurang)                  Rp.    (850.639,47) 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.2.258.228.243,53 dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pembiayaan netto 

 setelah perubahan                    Rp.     93.752.130.667,39 

 b. realisasi                                       Rp.     91.493.902.423,86 

selisih lebih/(kurang)                   Rp.     (2.258.228.243,53) 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 
Desember Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

a. jumlah aset      Rp.3.479.543.548.412,17 

b. jumlah kewajiban                       Rp.     11.180.046.078,00  

c. jumlah ekuitas dana                  Rp.3.468.363.502.334,17  

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2011 adalah sebagai berikut : 

a. saldo kas awal per 1 Januari 2011   Rp.   103.916.669.087,39  

b. arus kas dari aktivitas operasi          Rp.   133.655.747.864,41  
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c. arus kas dari aktivitas investasi 

nonkeuangan Rp.   (63.927.868.942,06) 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.     (3.133.129.810,53) 

e. arus kas dari aktivitas nonanggaran  Rp.     (6.499.950.726,00) 

e. saldo kas akhir  

     per 31 Desember 2011         Rp.   161.145.512.147,29  

Pasal 6 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan yang secara rinci sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini terdiri dari : 

a. Lampiran I     :  Laporan Realisasi Anggaran. 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi. 

Lampiran I.2  :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan. 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara. 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah. 

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah. 

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Lainnya. 

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya. 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah. 

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

b. Lampiran II  : Neraca. 

c. Lampiran III  : Laporan Arus Kas. 
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d. Lampiran IV  : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Lampiran V : Laporan Kinerja.  

b. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 9 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2011, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal  

BUPATI JOMBANG, 

 ttd. 

            S U Y A N T O 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH                                                                                                        
KABUPATEN JOMBANG, 

 

 ttd. 

 

   M. MUNIF KUSNAN 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 12/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


